SALINAN

BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG

PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban  penatausahaan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2013, perlu disusun
Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman  Pembinaan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2011 Nomor 694);
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22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapakan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN

DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Sinjai.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.
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Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah  pada  Pemerintah  Daerah  selaku  pengguna
anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas
Bendahara Umum Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan  sebagian kewenangan = pengguna  anggaran  dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan
pada SKPD.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah
Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada satuan kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah staf yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan
uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah pada SKPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah staf yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada satuan
kerja SKPD.

Bendahara Penerimaan PPKD adalah staf yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan
penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD.
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Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah staf yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah pada satuan kerja SKPD.

Bendahara Pengeluaran PPKD adalah staf yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-
jawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.

Entitas Pelaporan adalah satuan pemerintahan yang terdiri atas satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.

Entitas Akuntansi adalah satuan pemerintahan pengguna anggaran/
pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
program.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri Pejabat Perencana Daerah,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA- SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas
dan kualitas yang terukur.

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak
dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya
dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan
masyarakat.

Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
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Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
satuan kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber
daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan/input untuk menghasilkan keluaran/output dalam bentuk
barang/jasa.

Masukan/input adalah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya untuk pelaksanaan
suatu kegiatan guna pencapaian sasaran dan tujuan Program dan
Kegiatan.

Sasaran/target/output adalah hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan

Hasil/outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan

oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada PT.
Bank Pembangunan Daerah Sulselbar.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Umum
Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Umum
Daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
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Utang Daerah adalah jumlah wuvang yang wajib dibayar pemerintah
daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan
uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau
berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis
seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari
Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui
perjanjian.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh Pengguna Anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan
dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
Belanja Tidak Langsung adalah Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Langsung adalah Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai
dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka
kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.
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SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung dan uang persediaan.

SPP Langsung untuk pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disingkat
SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa adalah dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan
oleh PPTK.

SPP Langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang selanjutnya
disingkat SPP-LS wuntuk pembayaran gaji dan tunjangan adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan
waktu pembayaran tertentu.

SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan
pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban
pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

SPM Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan
sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

SPM Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dananya dipergunakan
untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

SPM Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban
pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu
uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

SPM Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak
ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairandana yang diterbitkan oleh
Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
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Surat Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang selanjutnya
disingkat SPJ pendapatan adalah dokumen yang dibuat oleh bendahara
penerimaan sebagai pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyetoran
Pendapatan Asli Daerah.

Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya
disingkat SPJ Belanja adalah dokumen yang dibuat oleh Bendahara
Pengeluaran sebagai  pertanggungjawaban atas penggunaan uang
persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Bupati
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD; dan
c. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berkaitan dengan
peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan  penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
termasuk pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan dengan Keputusan
bupati.
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Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di

bidang:

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;

penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas
keuangan daerah; dan

f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

a0 o

Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sekretaris daerah mempunyai tugas:

memimpin TAPD;

menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

o po T

Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 4

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan

Keputusan Bupati mempunyai tugas :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

c. melaksanakan penerimaan/pemungutan pendapatan daerah yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi BUD;

e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD; dan

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Bupati.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan
fungsinya selaku BUD berwenang:
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
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b. mengesahkan DPA/DPPA/DPAL-SKPD, DPA/DPPA/DPAL-PPKD;
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan SPD;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas
nama Pemerintah Daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
menyajikan informasi keuangan daerah; dan

melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan
barang milik daerah.

e

- R

Pasal 5

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD
menunjuk Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah selaku kuasa BUD.

Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD.

Pasal 6

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah selaku Kuasa BUD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas :

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;

c. menyiapkan Surat Edaran Sekretaris Daerah selaku Koordinator
Pengelolaan Keuangan Daerah tentang penetapan jumlah uang
persediaan pada masing-masing SKPD;

d. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;

melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola

/menatausahakan investasi daerah.

=0

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah selaku kuasa BUD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas :

a. menyiapkan dan menandatangani Bilyet Giro;

b. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening kas
umum daerah;

c. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Daerah berupa
surat surat berharga;

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh PT.

Bank Sulselbar Cabang Sinjai atau lembaga keuangan lainnya;

menyimpan uang Daerah serta melaksanakan penempatan uang Daerah;

memotong dan menyetorkan pajak, IWP dan Taperum PNS ke Rekening

Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

=0
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Pasal 7

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dapat

melimpahkan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan ditetapkan dengan

Keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

a. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

b. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas
nama pemerintah daerah;

c. menyajikan informasi keuangan daerah;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Pendapatan Daerah;
dan

e. melaksanakan penerimaan/pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah.

Kelengkapan Administrasi Bidang Perbendaharaan sebagai berikut:
SP2D;
Buku Register SP2D;
Surat Penolakan Penerbitan SP2D;
Buku Register Penolakan Penerbitan SP2D;
Kartu Pengendalian Kegiatan;
Buku Register SPD;
Anggaran Kas ;
Surat Penyediaan Dana (SPD);
Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
Buku Kas Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
Laporan Bulanan Penyetoran Pajak, IWP,PPh Gaji dan Taperum;
Laporan Pemotongan IWP, Taperum, PPh 21 dari Gaji ;
. Laporan Bulanan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Umum Daerah ;
Laporan Bulanan mutasi penempatan Deposito;
Laporan Rekonsiliasi Bank.

BORT PR MO 0 o

° B

Bagian Keempat
Bendahara Pengeluaran

Pasal 8
Pada SKPD hanya terdapat 1 (satu) Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran SKPD mempunyai tugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yang
bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bendahara Pengeluaran SKPD berwenang :

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan
SPP LS;

b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
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c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP LS yang diberikan oleh
PPTK;,

f. mengembalikan dokumen pendukung SPP LS yang diberikan oleh
PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak
lengkap; dan

g. menerima dan memverifikasi pertanggungjawaban yang dibuat oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Dalam hal Pejabat Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati dapat
menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD sesuai dengan
kebutuhan untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara
pengeluaran SKPD.

Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) bendahara pengeluaran pembantu SKPD berwenang :

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP- TU dan SPP-
LS;

b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari
Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;

c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP LS yang diberikan oleh
PPTK; dan

f. mengembalikan dokumen pendukung SPP LS yang diberikan oleh
PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak
lengkap.

Kelengkapan Administrasi pada Bendahara Pengeluaran SKPD sebagai

berikut:

a. Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian rencana penggunaan SPP
UP/GU/TU/LS Gaji/LS Barang dan Jasa/LS PPKD;

b. Nota Pencairan Dana;

c. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu;

d. Buku Pembantu Kas Umum Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu antara lain:

Buku Pembantu Kas Tunai;

Buku Pembantu Simpanan/Bank ;

Buku Pembantu Panjar ;

Buku Pembantu Pajak;

Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja ;

Laporan Penutupan Kas Bulanan;

e. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu;

ocukwb-
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Kartu Kendali Kegiatan;
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan;
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan TU;
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja
Administratif);
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja
Fungsional);
Register Pengiriman/Pengesahan SPJ Pengeluaran;
Register SPP/SPM/SP2D;
. Register Surat Penolakan Penerbitan SPM;
Bukti Pengeluaran Dana.

bl etk th
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Pasal 9

Bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan dan
mempertanggung- jawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka
pelaksanaan APBD.

Untuk melaksanakan tugas, bendahara pengeluaran PPKD berwenang :

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP- LS PPKD;

b. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD yang diberikan
oleh PPTK SKPD yang terkait;

c. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada pejabat
yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat
dan/atau tidak lengkap;

Kelengkapan Administrasi pada Bendahara Pengeluaran PPKD sebagai
berikut:

Buku Register SPP/SPM /SP2D;

Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran PPKD;

Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran PPKD; dan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD.

pao o

Bagian Kelima
Penatausahaan Bendahara Pengeluaran SKPD

Paragraf 1
Permintaan Pembayaran

Pasal 10
Bendahara Pengeluaran SKPD wajib menyelenggarakan penatausahaan
terhadap seluruh pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada

SKPD yang menjadi tanggung jawabnya.

Buku-buku yang digunakan selain buku kas umum dapat dikerjakan
oleh pembantu bendahara pengeluaran.

Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk
setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan
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Pasal 11

(1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan
SPD, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada Pejabat Pengguna
Anggaran melalui PPK-SKPD.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
d. SPP Langsung (SPP-LS).
Pasal 12

(1) Pada permulaan tahun anggaran setelah SK Penunjukan Pengelola
Keuangan SKPD, DPA-SKPD dan SPD ditetapkan oleh Bupati, Bendahara
pengeluaran mengajukan SPP Uang Persediaan (UP) kepada Pejabat
Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang
persediaan.

(2) Ketentuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. setinggi-tingginya sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah
selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. uang Persediaan diberikan sekali dalam satu tahun anggaran;

c. belum membebani Kode Rekening anggaran yang tersedia dalam DPA-
SKPD;

d. pengisian kembali Uang Persediaan hanya dapat dilakukan apabila telah
dipergunakan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari
UP yang diterima, dengan mengajukan SPP-GU dilampiri dengan
pengesahan SPJ sebelumnya

Pasal 13

Berdasarkanpersetujuan Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran SKPD
dapat melimpahkan sebagian uang persediaan yang dikelolanya kepada
Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 14

Pada saat uang persediaan telah terpakai minimal 75% (tujuh puluh lima
perseratus) Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP Ganti Uang (GU)
kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka Ganti Uang
Persediaan dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang persediaan yang
telah disahkan.

Pasal 15
(1) Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak atau kegiatan

sesuai jadwal harus segera dilaksanakan yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran, dan wuang persediaan tidak mencukupi karena sudah
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direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka Bendahara Pengeluaran dapat
mengajukan SPP-TU.

Ketentuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: :

a. SPP-TU diajukan untuk menambah uang persediaan;

b. tambahan uang digunakan untuk kebutuhan satu bulan dan tidak
digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan
berlaku harus dibayarkan dengan SPP-Langsung (LS);

c. diajukan untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan yang
bersifat mendesak atau sesuai dengan jadwal kegiatan harus segera
dilaksanakan;

d. bantuan kepada kelompok/anggota masyarakat yang = secara
teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank dengan
pertimbangan domisili, jumlah bantuan dan kondisi sosial ekonomi yang
terbatas;

e. pembebasan tanah yang secara teknis mengalami kesulitan/hambatan
di lapangan;

f. batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dengan
memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;

g. jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU ini harus
dipertanggungjawabkan tersendiri;

h. dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu)
bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah
pada PT. Bank Sulselbar; dan

i. ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana
dimaksud huruf h, dikecualikan untuk kegiatan yang pelaksanaannya
melebihi 1 (satu) bulan atau kegiatan yang mengalami penundaan dari
jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar
kendali Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 16

Pelaksanaan pembayaran dengan beban Uang Persediaan harus dilakukan
menurut ketentuan yang berlaku, antara lain :

a.

b.
C.

setiap pengeluaran tidak diperkenankan melampaui dana pada kode
rekening anggaran yang disediakan dalam DPA;

setiap pembayaran harus berdasarkan tanda bukti yang sah;

pembayaran kepada satu rekanan tidak diperkenankan melebihi jumlah
sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran
biaya langganan daya dan jasa serta biaya pengadaan bahan bakar minyak
(BBM);

dalam setiap pembayaran harus dilaksanakan ketentuan mengenai
perpajakan.
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Pasal 17

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP Gaji dan Tunjangan Pegawai serta
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Pejabat Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang melalui PPK-SKPD.

Untuk pembayaran Kekurangan/Susulan Gaji (kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala dan lain-lain) hanya dapat dibayarkan dalam kurun
waktu 2 (dua) tahun terhitung SK dimaksud ditetapkan.

Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai segera disetor ke
Kas Umum Daerah dan Bukti Setor disampaikan kepada  Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 18

Atas dasar permohonan PPTK, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-
LS Pengadaan Barang/Jasa kepada Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna
Barang melalui PPK-SKPD, untuk pembayaran uang muka bila diperlukan
atau pembayaran atas prestasi pekerjaan (termyn/MC) paling lambat 7
(tujuh) hari sejak diterima permohonan pembayaran dari penyedia
barang/jasa.

Ketentuan Permintaan Pembayaran melalui pembebanan Langsung (LS) :

a. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa termasuk  pengadaan
barang dan pekerjaan yang dilaksanakan sendiri (swakelola) yang
nilainya di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b. belanja tidak langsung;

c. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS
dan/atau SPP- UP/GU/TU.

SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung
kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah
kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara
pengeluaran.

SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran
pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.
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Paragraf 2
Penerbitan SPM

Pasal 20

PPK-SKPD menyiapkan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU untuk ditanda tangani
oleh Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang atau Pejabat yang
diberi wewenang menandatangani SPM.

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Pejabat yang diberi
wewenang menandatangani SPM menerbitkan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU
paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP-
UP/SPP-GU/SPP-TU yang dinyatakan lengkap dan sah.

Jika kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU dinyatakan tidak lengkap
dan/atau tidak sah, maka PPK-SKPD menolak untuk menerbitkan SPM-
UP/GU/TU dan selanjutnya mengembalikan SPP-UP/GU/TU paling lambat
1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP kepada
bendahara pengeluaran untuk dilengkapi dan diperbaiki;

Pasal 21

PPK-SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Pejabat
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Pejabat yang diberi wewenang
untuk menandatangani SPM.

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Pejabat yang
diberi wewenang menandatangani SPM menerbitkan SPM-LS paling lambat
2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP yang
dinyatakan lengkap dan sah.

Jika kelengkapan dokumen SPP-LS dinyatakan tidak lengkap dan/atau
tidak sah, maka PPK-SKPD menolak untuk menerbitkan SPM-LS dan
selanjutnya mengembalikan SPP- LS paling lambat 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP kepada bendahara pengeluaran
untuk dilengkapi dan diperbaiki;

Pasal 22

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan
Pasal 69 ayat (2) diajukan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas
Daerah untuk penerbitan SP2D.

(1)

Pasal 23

Batas penyampaian SPM untuk penerbitan SP2D :

a. penyampaian SPM untuk penerbitan SP2D gaji selambat-lambatnya 10
(sepuluh) hari sebelum bulan berkenaan;

b. pada akhir tahun anggaran penyampaian SPP/ SPM GU/TU paling
lambat diterima di BPKAD tanggal 20 Desember untuk penyampaian
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SPP/SPM LS selambat-lambatnya tanggal 24 Desember kecuali kegiatan
untuk perubahan APBD yang pelaksanaannya dengan kontrak/SPK
sampai akhir tahun anggaran.

(2) Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran
berkenaan.

Paragraf 3
Pencairan Dana

Pasal 24

(1) Bidang Perbendaharaan menerbitkan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja
terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

(2) Dokumen SPM yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah
dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Bidang
Perbendaharaan menolak menerbitkan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

(3) Bidang Perbendaharaan menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk
keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang
persediaan/ pembayaran langsung kepada Pengguna Anggaran atau
Kuasa Pengguna Anggaran kepada pihak ketiga.

Paragraf 4
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 25

Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas
pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya, terdiri atas :

a. pertanggungjawaban penggunaan UP;
b. pertanggungjawaban penggunaan TU;
c. pertanggungjawaban administratif; dan
d. pertanggungjawaban fungsional.
Pasal 26
(1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a

dilaksanakan oleh Bendahara pengeluaran setiap akan mengajukan GU.

(2) Setelah dilakukan verifikasi oleh PPK-SKPD, pengguna anggaran
menandatangani pertanggungjawaban sebagai bentuk pengesahan.
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Pasal 27

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b
dilaksanakan oleh Bendahara pengeluaran atas penggunaan TU yang
dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai suatu
kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU
diterima.

Setelah dilakukan verifikasi oleh PPK-SKPD, pengguna anggaran
menandatangani pertanggungjawaban sebagai bentuk pengesahan.

Pasal 28

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c
berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah
anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun
per kegiatan dan merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara
Pengeluaran Pembantu disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran
disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut dengan
dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.

Dokumen laporan pertanggungjawaban administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup:

a. Buku Kas Umum;

b. Laporan Penutupan Kas;

c. SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Setelah dilakukan verifikasi oleh PPK-SKPD, pengguna anggaran
menandatangani  pertanggungjawaban administratif sebagai bentuk
pengesahan.

Pasal 29

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d
berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan penggabungan
dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disampaikan bendahara
pengeluaran kepada Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Aset Daerah paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran.

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran
disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.
Pertanggungjawaban tersebut harus dilampiri bukti setoran sisa uang
persediaan.
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(4) Dokumen laporan pertanggungjawaban fungsional mencakup :
a. Laporan Penutupan Kas; dan
b. fotocopy rekening bank bendahara pengeluaran dan bendahara
pengeluaran pembantu.

Pasal 30

Keterlambatan  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  fungsional,
penerbitan SP2D GU berikutnya ditunda.

Pasal 31

Dokumen  pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan  bukti
pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaranbeban langsung kepada pihak
ketiga/ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara
Bantuan.

Pasal 32

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang

disampaikan oleh bendahara pengeluaran, PPK-SKPD berkewajiban:

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan  pertanggungjawaban dan
keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;

b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang
tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;

c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek;

dan
d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode
sebelumnya.
Pasal 33
(1) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan
penatausahaan  terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung
jawabnya.

(2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

(3) Laporan pertanggungjawaban  pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mencakup:
a. buku kas umum;
b. buku pajak PPN/PPh; dan
c. bukti pengeluaran yang sah

(4) Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).



BUPATI SINJAI
-23-

Pasal 34

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas
yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(2) Bendahara  penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan
pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu
dan bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 3 (tiga) bulan.

(3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

Bagian Keenam
Penatausahaan Bendahara Pengeluaran PPKD

Paragraf 1
Permintaan Pembayaran

Pasal 35

Bendahara Pengeluaran PPKD wajib menyelenggarakan penatausahaan dan
mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan
APBD yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 36

Pengajuan SPP yang dilakukan Bendahara Pengeluaran PPKD, meliputi Belanja
Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tak
Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan.

Paragraf 2
Penerbitan SPM

Pasal 37
(1) PPK-PPKD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PPKD.

(2) PPKD menerbitkan SPM-LS paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak
diterimanya pengajuan SPP yang dinyatakan lengkap dan sah.

(3) Jika kelengkapan dokumen SPP-LS dinyatakan tidak lengkap dan/atau
tidak sah, maka PPK-PPKD menolak untuk menerbitkan SPM-LS dan
selanjutnya mengembalikan SPP- LS paling lambat 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP kepada bendahara pengeluaran
untuk dilengkapi dan diperbaiki.
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Paragraf 3
Pencairan Dana

Pasal 38

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menerbitkan SP2D paling
lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

Dokumen SPM yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah
dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kepala Bidang
Perbendaharaan Kas Daerah menolak menerbitkan SP2D paling lama 1
(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

Dalam hal Kepala Bidang Perbendaharaan Kas daerah berhalangan
sementara, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi
wewenang untuk menandatangani SP2D.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menyerahkan SP2D yang
diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran dan SP2D untuk keperluan pembayaran langsung
kepada pihak ketiga/Bendahara Pengeluaran SKPD terkait.

Pasal 39

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah memerintahkan kepada PT.
Bank Sulselbar Cabang Sinjai untuk mentransfer dana sesuai yang
tercantum dalam daftar penguji (Giro) dan SP2D yang diterima dari Bidang
Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Bidang Perbendaharaan koordinasi laporan bulanan atas realisasi
pengeluaran daerah dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 40

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pembinaan
penatausahaan pelaksanaan APBD.

(1)

Pasal 41

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi pemberian
pedoman, bimbingan, supervisi, dan konsultasi.
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Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
perencanaan dan penyusunan APBD pelaksanaan, penatausahaan dan
akuntansi keuangan daerah pemantauan dan evaluasi.

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan,
penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, serta
pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala
dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh SKPD
maupun kepada SKPD tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 42

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pengendalian
pelaksanaan APBD.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar pelaksanaan
kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu,
tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran serta tepat manfaat.

Penyelenggaraan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Pemeriksaan dan Pengawasan

Pasal 43

Inspektorat Kabupaten melakukan pemeriksaan secara periodik pada
SKPD, yang melaksanakan kegiatan dengan dana APBD Kabupaten.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam
rangka mewujudkan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan
pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan,
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya
peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang wajib untuk tertib dalam hal:

a. pelaksanaan kegiatan di SKPD sesuai dengan DPA-SKPD yang telah
ditetapkan;

b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual waktu yang telah
ditetapkan, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan
kegiatan.

Penyelenggaraan pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan dan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai
berikut :

a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;

b. terselenggaranya penilaian risiko;

c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
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d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi;
e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

Pasal 44

(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
tentang APBD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi
pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Ekstern

Pasal 45

Pemeriksaan pengelolaan dan  pertanggungjawaban keuangan daerah
dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang- undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur

tentang Pedoman Penataausahaan Pelaksanaan APBD yang bertentangan dengan
Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 49
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI SINJAI,
ttd
H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,
ttd
H. TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 45



